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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketidaksinkronan peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini 
adalah Yuridis-Normatif yang bersifat deskriptif dimana data yang diperoleh 
berasal dari studi kepustakaan. Latar belakang dilakukannya penelitian ini dalah 
karena seringkali Pemerintah mengeluarkan  lebih dari 1 (satu) jenis peraturan 
hukum yang mengatur tentang hal yang sama atau berkaitan. Hasil penelitian ini 
terdapat ketidak sinkronan  Peraturan perundang-undangan di Indonesia misalnya 
antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanagn Terpadu Satu Pintu 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Daerah. 
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Abstract 
This research was conducted to determine the synchronization of laws and 
regulations in Indonesia. The research method used in this study is juridical-
normative descriptive nature in which the data obtained comes from library 
studies. The background of the conduct of this research is because often the 
Government issues more than 1 (one) type of legal regulation governing the same 
or related matters. The results of this study are that there is no synchronization of 
laws and regulations in Indonesia, for example between Law Number 25 of 2007 
concerning Investment, Presidential Regulation Number 97 of 2014 concerning 
One-Stop Integrated Services and Minister of Home Affairs Regulation No. 138 
of 2017 concerning One-Stop Integrated Services in the area. 
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1. PENDAHULUAN 
Sistem Hukum merupakan suatu susunan yang hierarkis dalam tata norma dan 
tidak boleh bertentangan antara norma-norma hukum yang berlaku baik secara 
vertikal ataupul secara horizontal. Di Indonesia peraturan perundang-undangan 
memiliki hierarki yang termuat dalam Pasal pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  Teori hukum 
tentang hierarki perundangan ini juga dikemukakan oleh Hans Kelsen, seorang  
keturunan Yahudi kelahiran 18 oktober 1881 yang dikenal dengan Stufenbau 
Theory. Kelsen berpendapat bahwa norma dasar menjadi alasan keabsahan dari 




tersebut merupakan kesatuan dari beraneka macam norma ini.Kesatuan ini juga 
terungkapkan oleh fakta bahwa tatanan hukum dapat dijelaskan dalam aturan 
hukum yang tidak bertentangan satu sama lain. Hans Kelsen menjelaskan jika 
terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya, maka 
norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Norma yang 
lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang lebih rendah.
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Di Indonesia tak jarang dikeluarkan lebih dari satu regulasi yang mengatur 
hal yang sama, misalnya berkaitan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
Bidang Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal kemudain Menteri dalam Negeri membuat Menteri Dalam 
Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
kemudian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku melalui Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 138 Tahun 2017. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan 
Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 
Penanaman Modal. Kemudian muncul Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 
Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mencabut Peraturan Presiden No. 27 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.  
 
2. METODE 
2.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian Normatif atau penelitian hukum dogmatik 
karena tidak  mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.
2
 Namun berfokus 
pada norma hukum positif seperti norma perundang-undangan. Penelitian hukum 
normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal pada penelitian hukum jenis ini, 
seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang 
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atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupaka patoakn 
berperilaku manusia yang dianggap pantas.
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2.2 Metode Pendekatan 
Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya merupakan esensi 
dari metode penelitian itu sendiri. Pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh 
jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan 
yang dapat dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan 
(Statute Approach). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia 
Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, 
kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas 
hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional
4
. Prinsip negara hukum yang 
dianut di Indonesia dalah Negara modern, yaitu negara hukum pancasila, maka 
fungsi peraturan perundang-undangan bukanlah hanya memberi bentuk kepada 
endapan nilai-nilai dan norma yang hidup dalam msyarakan namun peraturan 
perundang-undangan diharapkan mampu untuk memipin dan membimbin 
perkembangan dan perubahan masyarakat. 
Dalam Ilmu Hukum dibedakan antara undang-undang dalam arti materiil 
dan undang-undang dalam arti formil.
5
 Undang-undang dalam arti materiil 
merupakan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang 
isinya berkaitan dengan aturan tingkah laku yang sifatnya mengikat secara 
umum
6
. Sedangkan dalam arti formil adalah keputusan tertulis sebagai hasil 
kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan 
tingkah laku yang mengikat secara umum
7
.  
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Di Indonesia terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang 
termuat dalam Pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011 yaitu : (a) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; 
(f)Peraturan Daerah Provinsi; dan (h) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Selain yang termuat dalam Pasal 7 terdapat pula peraturan yang termuat 
dala Pasal 8 yang memiliki kekuatan hukum yaitu peraturan yang ditetapkan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang 
setingkat dan dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah 
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau 
yang setingkat. 
Banyaknya jenis peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan 
konsekuensi banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah 
yang berwenang untuk membentu undang-undang. Tak jarang peraturan-peraturan 
tersebut malah saling bertentangan antara satu sama lain, sehingga mengakibatkan 
salah satu peraturan tidak dapat dilaksanakan, dan hal tersebut bertentangan 
dengan asas peraturan perundang-undangan. 
Salah satu bentuk ketidak sinkronan peraturan perundang-undangan di 
Indonesia dapat dilihat pada regulasi yang mengatur tentang Pelayana Terpadu 
Satu Pintu. Terdapat regulasi yang berkaitan dengan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Penanaman Modal, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 dengan Perpres Nomor 
97 Tahun 20174.  
Dari peraturan yang ada tersebut terjadi ketidak sinkronan antara 
Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 dengan Perpres Nomor 97 Tahun 20174 
berkaitan dengan bentuk lembaga penyelenggara PTSP. Apabila menurut 
Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 lembaga penyelenggara PTSP berbentuk 




Padahal menururt PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah antara 
kedua Jenis Perangkat Daerah  tersebut memiliki perbedaan yaitu jika Dinas 
Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan Unsur Pelaksana 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Badan 
merupakan Unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. Berkaitan dengan kewenangan perizinan dan non perizinan yang dimiliki 
oleh lambaga atau instansi yang menyelenggarakan PTSP di daerah baik 
BPMPTSP ataupun DPMPTSP terdapat perbedaan antara keduanya.  
 
4. PENUTUP 
Terjadi ketidak sinkronan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia yang 
dapat dibuktikan dengan adanya ketidak sinkronan antara Presiden Nomor 97 
Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
menujukkan ketidak Sinkronan mengenai pengaturan tentang bentuk lembaga 
yang memiliki Kewenangan untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
di bidang penanaman Modal. Menurut Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 
lembaga penyelenggara PTSP berbentuk Dinas sedangkan menururt Perpres 
Nomor 97 Tahun 2014 berbentuk Badan. 
Perlu Adanya sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-
undangan karena suatu peraturan yang berada dibawahnya harus sesuai dengan 
peraturan yang ada diatasnya seperti yang disebutkan oleh Hans Kelsen dalam 
Stufenbeau Theory. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan 
agar suatu peraturan yang dibentuk dapat memenuhi asas pebentukan peraturan 
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